
 

 

 

 

 

  
BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

 NOMOR 31 TAHUN 2022 

TENTANG 

MORATORIUM IZIN PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUKOHARJO,  
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kesehatan 

jasmani dan rohani masyarakat, ketentraman dan 
ketertiban masyarakat, tujuan pariwisata, adat istiadat dan 
agama maka perlu adanya pembatasan penjualan minuman 

beralkohol di Kabupaten Sukoharjo; 
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan 

Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, 
Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman 

Beralkohol, perlu adanya pengaturan perdagangan eceran 
minuman beralkohol; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Moratorium Izin Perdagangan Eceran 

Minuman Beralkohol; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah 
Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6215); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6617); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 

7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang 
Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 7 Tahun 2012 
tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan 

Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 202) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian 

Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
249); 

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 

tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk 
pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 

Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 282); 

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik Bidang Pariwisata (Berita Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 60); 
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 MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MORATORIUM IZIN 

PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL. 
    

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

   
  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.  

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan  Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

4. Moratorium adalah penangguhan atau melakukan 

penundaan. 

5. Perdagangan eceran adalah pelaku usaha distribusi yang 

kegiatan pokoknya memasarkan barang secara langsung 
kepada konsumen. 

6. Minuman Beralkohol adalah adalah minuman yang 

mengandung etanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang 
diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung 

karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau 
fermentasi tanpa destilasi.  

7. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang 
mengandung etanol atau etil alkohol (C2H5OH) lebih dari 
5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). 

8. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang 
mengandung etanol atau etil alkohol (C2H5OH) lebih dari 

20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh 
lima persen). 

 
Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 

a. moratorium izin perdagangan eceran minuman beralkohol; 
dan 

b. ketentuan peralihan. 
 

BAB II 
MORATORIUM IZIN PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN 

BERALKOHOL  

 

Pasal 3 

Bupati melakukan moratorium penerbitan izin baru untuk izin 
perdagangan eceran minuman beralkohol golongan B dan 

golongan C di  Daerah. 
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Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal 20 Juni 2022 

 
   SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
ttd. 

  
           WIDODO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

  TAHUN 2022 NOMOR 31 
 

 

Pasal 4 

(1) Dengan adanya moratorium sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 maka penerbitan izin perdagangan eceran minuman 
beralkohol golongan B dan golongan C dihentikan. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1): 

a. perpanjangan izin perdagangan eceran minuman 
beralkohol golongan B dan golongan C yang izinnya masih 
berlaku; dan 

b. izin perdagangan eceran minuman beralkohol yang 
terintegrasi dengan hotel berbintang tiga, empat, dan lima. 

 

Pasal 5 

Moratorium izin perdagangan eceran minuman beralkohol 
golongan B dan golongan C di  Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 

2030. 

BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 6 

Kegiatan perdagangan eceran minuman beralkohol golongan B 
dan golongan C yang sudah mempunyai izin yang masih berlaku 
tetap dapat melaksanakan kegiatan/usahanya sepanjang tidak 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 

Ditetapkan di Sukoharjo 

pada tanggal 20 Juni 2022 
 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

ttd. 

 
ETIK SURYANI 

 
  

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 
 

RETNO WIDIYANTI B, SH 
Penata Tingkat I 

NIP. 19790801 200501 2 010 
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